
BUPATI SAROLANGUN 

PROVINSI JAMBI 

PERATURAN BUPATI SAROLANGUN 

NOMOR 36 TAHUN 2024 

TENTANG 

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN 

PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN 

Menimbang: 

Mengingat 1. 

SAROLANGUN TAHUN ANGGARAN 2023 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI SAROLANGUN, 

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 Peraturan 

Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 2 Tahun 2024 tentang 

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan 

Belanja Dacrah Kabupaten Sarolangun Tahun Anggaran 2023, 

perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran 

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan 

Belanja Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun Anggaran 2023; 

Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan 

Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro 

Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 

Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 

54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, 

Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten 

Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3969); 

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4286);



10. 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4355); 

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 

Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9587), 

sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan 

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan 

Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5679); 

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem 

Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155); 

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan 

Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 

Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar 

Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2010 Nomor 123); 

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 

Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4090); 

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 _ tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik



th 

12. 

13. 

14. 

16. 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6322); 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang 

Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang 

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah 

Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 450); 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang 

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita 

NegaraRepublik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 

Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 6 Tahun 2021 

tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah 

Kabupaten Sarolangun Tahun 2021 Nomor 6); 

Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor | Tahun 2023 

tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten 

Sarolangun Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah 

Kabupaten Sarolangun Tahun 2023 Nomor 1), sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun 

Nomer 6 Tahun tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja 

Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun Anggaran 2023 

(Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2023 Nomor 

6); 

.Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 2 Tahun 2024 

tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran 

Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 

Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun 

Tahun 2024 Nomor 2); 

Peraturan Bupati Sarolangun Nomor 1 Tahun 2023 tentang 

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Kabupaten Sarolangun Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah 

Kabupaten Sarolangun Tahun 2023 Nomor 1) sebagaimana 

telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 34 

Tahun 2023 tentang Perubahan Keenam atas Perubahan 

Bupati Nomor 1 Tahun2023 tentang Penjabaran Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun



Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun 

Tahun 2023 Nomor 34); 

17. Peraturan Bupati Sarolangun Nomor 54 Tahun 2023 tentang 

Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Sarolangun 

(Berita Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2023 Nomor 54); 

18. Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2023 tentang Kebijakan 

Akuntansi Pemerintah Kabupaten Sarolangun (Berita Daerah 

Kabupaten Sarolangun Tahun 2023 Nomor 55) 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan ; PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN 

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN 

PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN 

a. 

SAROLANGUN TAHUN ANGGARAN 2023. 

Pasal 1 

Laporan realisasi anggaran tahun anggaran 2023 terdiri atas: 

Pendapatan 

1 Pendapatan Asli Daerah Rp 68.544.933.023,62 

2 Pendapatan Transfer Rp 1.182.393.867.628,00 

3 Lain-lain Pendapatan yg Sah Rp 11.393,114.271,00 

Jumlah Pendapatan Rp 1.262.331.914.922,62 

b. Belanja 

1 Belanja Operasi 

a Belanja Pegawai Rp 432.267 .025.724,00 

b Belanja Barang Rp 375.521.421.323,04 

¢ Belanja Subsidi Rp 3.500.000,.000,00 

d Belanja Hibah Rp 44.549,081.456,00 

2 Belanja Modal 

a Belanja Tanah Rp 0,00 

b Belanja Peralatan dan Mesin Rp 19.862.442.392,00 

c¢ Belanja Gedung dan Bangunan Rp 43.700.004.5 19,00 

q Belana Jalan ingast dan Rp 114,526.890.014,00 
Jaringan 

e Belanja Aset Tetap Lainnya Rp 4,109.308.505,00 

f Belanja Aset Lainnya 29.859.000,00 

3 Belanja Tidak Terduga Rp 993.716.000,00 

4 Transfer Rp 221.590.897.650,00 

Jumlah Belanja dan Transfer Rp 1.260.650.646.583,04 

Surplus, (Defisit) Rp 1.681.268.339,58 

Pembiayaan 

1 Penerimaan Rp 123.507.952,798,58 

2 Pengeluaran Rp (7.463.000.000,00) 

Jumlah Pembiayaan Neto Rp 116.044.952.798,58 

3 Sisa Lebin Pembiayaan Anggaran Rp _—«117.726.221.138,16 
Tahun Berkenaan 



Pasal 2 

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 

tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini. 

Pasal 3 

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 
dirinci lebih lanjut ke dalam penjabaran laporan realisasi anggaran. 

Pasal 4 

Penjabaran laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 
tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini. 

Pasal 5 

Peraturan Bupati Sarolangun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sarolangun. 

Ditetapkan di Sarolangun 

pada tanggal 30 Suu 2024 

Pj, BUPAT] SAROLANGUN, 

“\. . BACHRIL BAKRI 
LO; << 

io 

Diundangkan di Sarolangun 

BERITA DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN TAHUN 2024 NOMOR


